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ABSTRAK 
Kehidupan bernegara pada saat ini tidak terlepas dari isu strategis yaitu era 
globalisasi yang berusaha mentransformasikan modernisasi ke segala aspek 
kehidupan, Jadi kita tidak bisa menutup mata atas pergaulan sekarang ini yang begitu 
bebas mengakses terang-terangan segala kultur barat secara subyektif, tanpa disadari 
dampak yang timbul pun cukup beragam untuk dianalisa. Kontribusinya pun riil 
akibat pergaulan bebas tanpa batas etika dan norma-norma yang berlaku dalam  
masyarakat Indonesia,. 
Masyarakat tidak bisa dilihat sebagai organisasi yang berdiri sendiri, melainkan 
sebagai kejamakan (plurality), yang terdiri dari individu-individu yang merupakan 
satu kesatuan, satu sama lain saling tergantung dan tidak dapat berdiri sendiri dan 
setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Kita sadari dalam masyarakat 
terdapat bermacam-macam perbedaan, mulai dari pekerjaan, status sosial, 
pendidikan, ketahanan sosial dan keluarga pada komunitas/ kalangan tertentu yang 
rentan dan bahkan tidak tahan dalam menghadapi arus krisis yang deras juga cukup 
berpengaruh terhadap seseorang sehingga  ia menjadi Pekerja Seks Komersial. 
Pelacuran merupakan potret realita permasalahan sosial, yang dampak dan resiko 
yang ditimbulkan sangat komplek. 
Kompleksitas masalah pelacuran terlihat dengan semakin berkembangnya praktek 
prostitusi yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan sudah menyebar 
ke kota-kota kecil bahkan ke daerah-daerah pinggiran. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelacuran adalah Masalah Ekonomi, 
Faktor Keluarga, Faktor Kepribadian, Faktor Lingkungan. 
Kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi Pekerja Seks Komersial di 
Surakarta adalah dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 untuk 
mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial, 
melindungi dan merehabilitasi korban eksploitasi seksual komersial, pelaksanaan 
dilakukan juga bekerjasama dengan instansi terkait salah satunya Panti Pelayanan 
Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. 
Model Penanggulangan Pekerja Seks Komersial adalah yang pertama adalah dengan 
penanganan melalui di dalam Panti Rehabilitasi, Panti yang berada di Surakarta 
adalah Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta, yang kedua adalah 
dengan penanganan melalui di luar Panti yaitu dengan memperluas lapangan 
pekerjaan, menyediakan program pendidikan luar sekolah, membangun kesadaran 
menghadapi kegiatan eksploitasi seksual komersial dengan kampanye publik, 
pendidikan untuk mencegah eksploitasi seksual komersial dan Traficking, upaya 
penanggulangan eksploitasi seksual komersial dengan penertiban perijinan yang 
rentan dengan kegiatan eksploitasi seksual komersial, pemberian sangsi terhadap 
pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu Agar dibentuk  
satuan tugas anti Pekerja Seks Komersial untuk penanganan yang lebih cepat,dan 
lebih baik, penulis berharap  bisa direalisasilkan pada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
 





The current state of life is inseparable from the strategic issue of the era of 
globalization that seeks to transform modernization into all aspects of life. So we can 
not turn a blind eye to the current association that is so free to access openly all 
western culture subjectively, also quite diverse to be analyzed. His contribution was 
real due to the unrestricted free association of ethics and norms prevailing in 
Indonesian society. Society can not be seen as a stand-alone organization, but as 
plurality, consisting of individuals who are one unity, each other interdependent and 
can not stand alone and each individual has their own uniqueness. We realize that in 
society there are various differences, ranging from work, social status, education, 
social and family resilience to communities / certain circles that are vulnerable and 
even resistant in the face of a swift current crisis is also quite influential on a person 
so he became a sex worker commercial. Prostitution is a portrait of the reality of 
social problems, whose impacts and risks are complex. The complexity of the 
prostitution problem is evident with the proliferation of prostitution practices that are 
not only occurring in large cities but have spread to small towns even to the 
periphery areas Factors that affect the occurrence of prostitution are Economic 
Problems, Family Factors, Personality Factors, Environmental Factors Policies 
undertaken to tackle Commercial Seks Workers in Surakarta is by implementing 
local regulation No.3 of 2006 to prevent, limit reduce the existence of commercial 
sexual exploitation activities, protect and rehabilitate victims of commercial sexual 
exploitation, the implementation is also done in cooperation with related institutions 
such as Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta.  
The Commercial Sex Workers Control Model is the first one is by handling through 
the Rehabilitation Center, the Panti located in Surakarta is the Wanodyatama 
Surakarta Women's Social Service, the second is by handling through outside the 
Panti by expanding employment, providing an out-of-school education program , 
build awareness of commercial sexual exploitation activities with public campaigns, 
education to prevent commercial sexual exploitation and Trafficking, to combat 
commercial sexual exploitation by controlling vulnerable licensing with commercial 
sexual exploitation, giving sanctions to perpetrators in accordance with applicable 
regulations. The third is to form a task force anti Commercial Sex Workers for faster 
handling, and better, the authors hope to be realized on the parties concerned. 
 




Kehidupan bernegara pada saat ini tidak terlepas dari isu strategis yaitu era 
globalisasi yang berusaha mentransformasikan modernisasi ke segala aspek 
kehidupan, Jadi kita tidak bisa menutup mata atas pergaulan sekarang ini yang 
begitu bebas mengakses terang-terangan segala kultur barat secara subyektif, 
tanpa disadari dampak yang timbul pun cukup beragam untuk dianalisa. 
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Kontribusinya pun riil akibat pergaulan bebas tanpa batas etika dan norma-
norma yang berlaku dalam  masyarakat Indonesia. 
Peningkatan kegiatan Pelacuran yang semakin merisaukan dan 
mencemaskan dan dapat berakibat mengancam masa depan.  
Dalam kaitan inilah fungsi dan peranan keluarga mempunyai arti yang 
strategis, karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyandang 
peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Dengan adanya 
kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat 
mempermudah dalam memberikan alternative pemberdayaan keluarga dalam 
upaya mengoptimalkan pencegahan terjadinya  pelacuran Sasaran yang paling 
strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana 
bagi perempuan untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, 
penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka. 
Selain dengan upaya peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga, 
peranan pemerintah dan masyarakat sendiri pun juga sangat penting, pemerintah 
dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan perlindungan terhadap perempuan, untuk itu diperlukan tindakan 
nyata berupa penegakan hukum dan program nyata yang merupakan penjabaran 
dari Peraturan perundang-undangan.  
Setiap warga Negara wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah 
termasuk juga Pekerja Seks Komersial. 
Masyarakat tidak bisa dilihat sebagai organisasi yang berdiri sendiri, 
melainkan sebagai kejamakan (plurality), yang terdiri dari individu-individu 
yang merupakan satu kesatuan, satu sama lain saling tergantung dan tidak dapat 
berdiri sendiri dan setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Kita 
sadari dalam masyarakat terdapat bermacam-macam perbedaan, mulai dari 
pekerjaan, status sosial, pendidikan, ketahanan sosial dan keluarga pada 
komunitas/ kalangan tertentu yang rentan dan bahkan tidak tahan dalam 
menghadapi arus krisis yang deras juga cukup berpengaruh terhadap seseorang 
sehingga  ia menjadi Pekerja Seks Komersial. Mentalitas kerja yang rendah dan 
budaya konsumerisme sangat berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah 
pelaku Pekerja Seks Komersial,  apalagi  pada masa krisis,  di mana gaya hidup 
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yang tinggi tidak sebanding dengan semangat bekerja keras, latar belakang 
pendidikan, maupun tingkat keterampilan yang minim. Oleh karena itu, 
kesempatan memperoleh pekerjaan sangat sulit, khususnya pekerjaan yang 
sesuai dengan nilai-nilai normatif seperti nilai-nilai agama,  sosial,  budaya 
maupun susila. 
Tekanan ekonomi dan kemiskinan yang dialami oleh Pekerja Seks 
Komersial disebabkan oleh tidak adanya kesempatan pendidikan dan lapangan 
kerja formal. Prostitusi sebagai jalan pintas akhirnya menjadi alternatif terakhir 
untuk mempertahankan hidupnya. Menjadi pekerja seks,komersial tidak terlepas 
dari pengaruh lingkungan setempat. Konstruksi miring tentang Pekerja Seks 
Komersial pada gilirannya memunculkan reaksi yang bervariasi, mulai dari 
menerima dengan baik hingga perlakuan yang tidak manusiawi.. 
Dalam menghadapi berbagai tekanan dalam masyarakat Pekerja Seks 
Komersial, berusaha agar tetap eksis dan bisa hidup di tengah-tengah 
masyarakat. Tekanan dari masyarakat tersebut membuat Pekerja Seks 
Komersial, mau tidak mau harus mandiri, melakukan berbagai macam usaha 
agar bisa hidup. Misalnya dengan menciptakan peluang usaha yang bisa menjadi 
tumpuan hidup mereka. 
Upaya untuk mengatasi masalah sosial Pekerja Seks Komersial, 
Pemerintah perlu menetapkan strategi 
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta 
berupaya untuk mengatasi dan menangani Pekerja Seks Komersial dengan 
penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2006. 
Dengan demikian mengingat pentingnya peranan Pemerintah diperlukan 
tindakan nyata berupa penegakan hukum dan program nyata yang merupakan 
penjabaran dari peraturan perundang-undangan, maka Penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “PENANGGULANGAN EKSPLOITASI 
SEKSUAL KOMERSIAL DI KOTA SURAKARTA (Study tentang model 
penanggulangan Pekerja Seks Komersial) 
Adapun perumusan masalah pada penelitian ini antara lain : (1) Bagaimana 
Gambaran/potret Pekerja Seks Komersial di Surakarta dan faktor2 yang 
mempengaruhi terjadinya, (2) Kebijakan apa yang dilakukan untuk 
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menanggulangi perkembangan Pekerja Seks Komersial di Surakarta, (3) 
Bagaimana model penanggulangan Pekerja Seks Komersial? 
Adapun tujuan Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah tujuan obyektif 
(a) Untuk mengetahui gambaran/potret Pekerja Seks Komersial di Surakarta dan 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya (b) Untuk mengetahui kebijakan 
yang dilakukan untuk menanggulangi perkembangan Pekerja Seks Komersial di 
Surakarta. (c) Untuk mengetahui model yang diterapkan untuk menaggulangi 
Pekerja Seks Komersial? tujuan subyektif (a) Untuk mendapatkan ata guna 
menyusun Penulisan Hukum sebagai syarat yang harus ditempuh dalam 
memperoleh gelar pasca sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Program Pasca 
Sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta. (b) Untuk menambah dan 
memperluas pengetahuan Penulis dalam Ilmu Hukum. (c)Untuk menambah 
pemahaman dan pengalaman Penulis tentang Ilmu Hukum di Lapangan. 
 
2. METODE  
Jenis metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis 
sosiologis, yaitu jenis pendekatan yang mengungkapkan aturan-aturan secara 
yuridis  (hukum) yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara 
sosiologis sebagai suatu gejala empiris dengan mencocokkan kenyataan di 
lapangan. Adapun sifat penelitian yang digunakan  penulis yaitu deskriptif, sifat 
penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 
atau gejala-gejala lainnya.dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian 
adalah di wilayah Surakarta. Pendekatan penelitian, penulis menggunakan 
metode empiris yaitu penelitian yang bertolak dari data empiric, berakhir dengan 
penemuan teori-teori dimana kebenaran ditentukan realities dan validitas data 
yang dikumpulkan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan, dimaksudkan sebagai 
usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan 
kenyataan yang hidup dalam masyarakat.data dan sumber data : a. Data Primer 
yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Pegawai 
dan Penerima Manfaat Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. 
Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau kata-kata yang diperoleh secara 
tidak langsung melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, 
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arsip, literature dan hasil penelitian lainnya yang dapat diperoleh dari penelitian 
perpustakaan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Gambaran/potret Pekerja Seks Komersial di Surakarta  
Kota Surakarta dilihat dari kesatuan geografis, sosial, ekonomi dan 
kultural tidak bisa dilepaskan dari kawasan sub regional yaitu Surakarta, 
Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten, Kota 
Surakarta merupakan titik tengah dari daerah-daerah di sekitarnya sekaligus 
merupakan kawasan strategis dan pusat kegiatan di lingkup regional Jawa 
Tengah dan Nasional, posisi ini selain berpotensi untuk peningkatan dan 
akselerasi pembangunan kota sudah pasti berpotensi juga menimbulkan 
varian-varian permasalahan sosial sebagaimana kota-kota besar lainnya, 
munculnya permasalahan sosial sering bertautan secara kausalitas dan 
berimbas resiprokal dengan variabel non sosial. 
Pelacuran merupakan potret realita permasalahan sosial, yang dampak 
dan resiko yang ditimbulkan sangat komplek. 
Keberadaan pelacuran di kota Surakarta dapat ditemukan di hotel-hotel 
kecil di sekitar RRI, Terminal Bus Tirtonadi dan Stasiun Kereta Api Solo 
Balapan, dari hasil pemantauan, kebiasaan Para Pekerja Seks Komersial 
mereka duduk-duduk nongkrong di pinggir-pinggir jalan, ada juga yang 
duduk di kafe-kafe dan diskotik setiap malam dengan tujuan untuk mencari 
konsumen, para Pekerja Seks Komersial di koordinir oleh seorang Germo, 
sedangkan sebagian lain melakukan praktik secara individual, keberadaan 
germo memiliki posisi untuk mengatur pertemuan antara Pekerja Seks 
Komersial dengan konsumennya. 
Kompleksitas masalah pelacuran terlihat dengan semakin 
berkembangnya praktek prostitusi yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar 
saja melainkan sudah menyebar ke kota-kota kecil bahkan ke daerah-daerah 
pinggiran, Surakarta merupakan salah satu kota dimana fenomena pelacuran 




Jumlah Pekerja Seks Komersial semakin lama semakin meningkat 
karena adanya kebutuhan dan permintaan yang kian pertambah, untuk 
mengentaskan Pekerja Seks Komersial dari dunia mereka tersebut bukan 
merupakan hal yang mudah, karena masalah yang dilematis. 
Berikut Penulis deskripsikan hasil penjaringan/rasia yang telah ditangani oleh 
PPSW Wanodyatama Surakarta. 
Tabel 1. Penerima Manfaat berdasarkan Daerah Asal Tahun 2017  
JUMLAH PENERIMA MANFAAT TAHUN 2017 
BERDASARKAN DAERAH ASAL 
NO DAERAH ASAL JUMLAH (ORANG) 
1 Surakarta 28 
2 Wonogiri 8 
3 Sragen 4 
4 Boyolali 5 
5 Sukoharjo 3 
6 Klaten 8 
7 Karanganyar 11 
8 Semarang 36 
9 Tegal 15 
10 Pekalongan 5 
11 Purwodadi 15 
12 Banyumas 21 
13 Salatiga  2 
14 Demak  9 
15 Jepara  7 
16 Kendal  19 
17 Pati  3 
18 Magelang  9 
19 Wonosobo  4 
20 Pemalang  7 
21 Ngawi 27 
Jumlah 244 
Sumber PPSW Wanodyatama Surakarta 
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Tabel 2. Penerima Manfaat berdasarkan Permasalahan 
PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN PERMASALAHAN 
 Permasalahan Jumlah  
1 Tekanan Ekonomi 94 
2 Faktor Keluarga 67 
3 Kepribadian  53 
4 Pengaruh Lingkungan 30 
Jumlah 244 
Sumber PPSW Wanodyatama Surakarta 
Gafik PM berdasarkan Permasalahan 
 
Tabel 3. Penerima Manfaat berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 
PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN LATAR 
BELAKANG PENDIDIKAN 
1 BH 11 
2 DO SD 42 
3 DO SMP 71 
4 SMP 12 
5 DO SMA 57 
6 SMA 8 
7 DIPLOMA 38 
8 S1 4 
 Jumlah 244 















Penerima Manfaat Berdasarkan Permasalahan 
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Grafik PM berdasarkan Pendidikan 
 
Tabel 4. Penerima Manfaat berdasarkan Usia 
PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN USIA 
1 Kurang dari 20  tahun 10 orang 
2 21 - 25 tahun 46 orang 
3 26 – 30 tahun 48 orang 
4 31 – 35 tahun 40 orang 
5 36 – 40 tahun 49 orang 
6 41 – 46 tahun 24 orang 
7 46 – 50 tahun 22 orang 
8 Lebih dari 50 tahun 5 orang 
 jumlah 244 orang 


























PM berdasarkan pendidikan 
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Grafik PM berdasarkan Usia 
 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya Pelacuran. 
Adapun penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial atau dunia 
pelacuran, dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa 
kategori yaitu : (1) Masalah ekonomi, (2), Faktor Keluarga, (3), Faktor 
Kepribadian, (4) Faktor Pengaruh Lingkungan. 
 
3.2 Kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi perkembangan Pekerja 
Seks Komersial di Surakarta 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006, diantaranya untuk 
mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seks 
komersial, melindungi dan merehabilitasi korban kegiatan eksploitasi seksual 
komersial juga menindak dan memberikan sangsi kepada pelaku sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, upaya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut 
dilakukan oleh Satpol PP, pelaksanaan itu tidak hanya dilakukan oleh SatPol 
PP kota Surakarta saja tetapi juga bekerjasama dengan instansi terkait 
diantaranya Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dengan 
melakukan penjaringan, atau razia terhadap pelaku atau korban terjadinya 
kegiatan eksploitasi seksual, selain upaya kerjasama yang dilakukan oleh 
SatPol PP dengan instansi terkait.         
< 20 Tahun 
4% 
21 -25 Tahun 
19% 
26 - 30 Tahun 
20% 
31 -35 Tahun 
16% 
36 - 40 Tahun 
20% 
41 - 46 Tahun 
10% 
47 - 50 Tahun 
9% 
> 50 Tahun 
2% 
PM berdasarkan Usia 
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3.3 Model Penanggulangan Pekerja Seks Komersial 
3.3.1 Penanganan Melalui di dalam Panti Rehabilitasi 
pemberantasan prostitusi memang sulit dilakukan, tetapi upaya 
pencegahan dapat dilakukan dengan melibatkan segenap unsur dalam 
masyarakat, Pengendalian terhadap tumbuh suburnya praktik pelacuran 
liar dan pencegahan penyakit menular seksual di kalangan masyarakat 
hanya dapat dilakukan melalui serangkaian tindakan kebijakan yang 
komprehensif dan sistematis dengan melibatkan peran aktif dari berbagai 
elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, rohaniawan, sivitas 
akademika perguruan tinggi dan LSM, dengan harapan jumlah PSK dapat 
diminimalkan. 
Dalam rangka membina para PSK yang tersebar di berbagai daerah 
Surakarta maupun sekitarnya, maka diperlukan wadah khusus untuk 
membina para PSK, di kota Surakarta terdapat tempat pembinaan yang 
disebut Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta yang 
terletak di Jl.Dr. Rajiman 624 Surakarta,  
Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta mempunyai 
tugas pokokmelaksanakan kegiatan teknis dan operasional di bidang 
bimbingan dan rehabilitasi sosial PMKS wanita tuna susila dan eks wanita 
tuna susila dengan menggunakan pendekatan multi layanan. Proses 
pelayanan : Tahap. Pendekatan Awal 1) Orientasi dan Konsultasi, 2) 
Sosialisasi, 3) Identifikasi, 4) Motivasi, 5) Seleksi. Tahap Penerimaan : 1) 
Registrasi, 2) Pengasramaan, 3) Orientasi, 4) Sidang Kasus, Tahap 
Perumusan dan Penentuan Program. 1) Assesment (pengungkapan 
Masalah, 2) Case Conference (sidang kasus), 3) Penempatan 
Program.Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.Pelaksanaan 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pelayanan meliputi 1) Pengasramaan, 
2) Permakanan, 3) Kesehatan. Rehabilitasi Sosial 1) Bimbingan Fisik, 2) 
Bimbingan Mental, 3) Bimbingan Sosial, Bimbingan Ketrampilan, 
Resosialisasi Yaitu mempersiapkan Penerima Manfaat agar dapat 
berintegrasi penuh ke dalam kehidupan masyarakat secara normatif, serta 
mempersiapkan masyarakat khususnya lingkungan asal daerah Penerima 
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Manfaat / lingkungan masyarakat di lokasi kerja agar mereka dapat 
menerima, memperlakukan serta membantu untuk berintegrasi dalam 
kehidupan masyarakat.Penyaluran Yaitu kegiatan mengembalikan / 
penyaluran Penerima Manfaat yang telah selesai mengikuti pembinaan di 
Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta kepada 
keluarganya, dinikahkan, bekerja di lembaga ekonomi/perusahaan dan 
berwirausaha / mandiri. Bimbingan Lanjut Adalah kegiatan yang 
diarahkan agar eks Penerima Manfaat maupun masyarakat di lingkungan 
Penerima Manfaat dapat lebih memantapkan dan mengembangkan 
usahanya.Terminasi:  
Merupakan tindakan pengakhiran atau pemutusan secara resmi dala 
proses pemberian bantuan pemecahan masalah bagi penerima manfaat 
yang dinilai sudah berhasil/mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan 
diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setelah selesai 
mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi sosial di Panti Pelayanan |Sosial 
Wanita. Program rehabilitasi sosial bagi para wanita pekerja seks 
komersial dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikenal 
dengan nama Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Hingga saat 
ini di Indonesia telah terdapat 22 (dua puluh dua) pusat rehabilitasi bagi 
wanita pekerja seks komersial.
1
 Selama menjalani pembinaan di dalam 
Panti yang berlangsung selama 6 (enam) bulan. para peserta pembinaan 
(kemudian disebut Penerima Manfaat(PM) mendapatkan bimbingan fisik, 
mental dan ketrampilan, sehingga setelah mengikuti pembinaan 
diharapkan Penerima Manfaat (PM) dapat menjalani kehidupan yang 
normal di masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa terdapat beberapa sebab 
mengapa Penerima Manfaat (PM) tinggal di Panti,Tiga sebab itu adalah 
karena calon Penerima Manfaat terjaring Razia dari pihak yang berwajib, 
penyerahan keluarga atau penyerahan diri secara pribadi, dari jumlah 
penerima manfaat yang ada, mayoritas berasal dari penertiban atau razia 
ketimbang penyerahan diri atau diserahkan keluarga. Jadi Polisi 
menyerahkan para calon Penerima Manfaat yang memang terkategori PSK 
                                                             
1
Jones Gawin W, et, all, 1995, Prostitution In Indonesia (Working Paper in Demografi, No. 52, The Australian 
National University), hal. 77 
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ke Panti dengan disertakan data, sebab bagaimanapun, PPSW hanya 
sekedar lembaga sosial yang hanya berwenang membina, setelah berada di 
Panti, kemudian seluruh Penerima Manfaat diidentifikasi seluruh 
identitasnya, baik nama lengkap, usia, umur, tempat tinggal dan 
seterusnya.Dengan demikian untuk memudahkan dalam memberikan 
pelayanan kepada Penerima Manfaat, maka seluruh Penerima Manfaat 
diklasifikasikan sesuai dengan usia, namun demikian tidak semua serta 
merta sesuai dengan Juklak maupun Juknis, banyak kasus, bagi usia yang 
memang layak dibina di PPSW dan dengan alasan tertentu, dapat untuk 
tidak dibina di PPSW, sebaliknya, karena tidak sedikit bagi usia yang 
sudah tua yang tidak layak di bina di Panti, tetapi mempunyai keinginan, 
maka ia dapat dibina, artinya, ada kesanggupan dari Penerima Manfaat 
dengan mengikuti bimbingan atau pembinaan, itu semua dilakukan dengan 
cara mendengarkan atau memanusiakan Penerima Manfaat, salah satunya 
dengan cara memberikan motivasi. Bila disimak, istilah lokalisasi dan 
resosialisasi ungkap Koentjoro secara harfiah sebenarnya memiliki 
kesamaan makna, namu secara politis memiliki makna yang berbeda.
2
 
Lokalisasi memiliki arti konotatif yang bermakna sekedar membatasi 
perkembangan dan memisahkan praktik prostitusi agar tidak lebih 
berkembang di masyarakat, Apabila istilah lokalisasi digunakan 
pemerintah, daspat diartikan bahwa pemerintah mengakui adanya praktek 
pelacuran dan perdagangan wanita untuk tujuan komersialisasi pelayanan 
seks. Berhubung permasalahan pelacuran merupakan permasalahan 
memiliki derajat kompleksitas yang tinggi, baik secara sosial, agama, 
ekonomi, hukum, kesehatan, maupun hak asasi manusia, istilah lokalisasi 
diganti dengan istilah resosialisasi. Konsekwensi  dari perubahan istilah 
teknis tersebut adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab pada 
pemberian perlakuan yang mengarah kepada normalisasi dan 
refungsinalisasi dari fungsi-fungsi sosial para penerima manfaat dalam 
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selama di panti setiap penerima 
manfaat tidak dikenakan biaya sedikitpun, begitu juga proses awal masuk 
                                                             
2
Koentjoro, 1989, Perbedaan Harga Diri Remaja di Daerah Miskin Penghasil Pelacur dan Bukan Penghasil 
Pelacur. Laporan Penelitian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 
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ke panti, tidak diberatkan untuk mengurus administrasi, sementara itu, 
selama menjalani resosialisasi, keresahan penerima manfaat yang khawatir 
dengan keluarga, terutama khawatir dengan anak yang masih bayi 
misalnya, maupun keluarga yang ditinggalkan, pegawai panti 
berkewajiban untuk memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan benar-
benar dalam keadaaan baik, itu semua dilakukan agar penerima manfaat 
dapat secara utuh mendapatkan pembinaan selama tinggal di panti. 
3.3.2 Penanganan melalui di luar Panti 
Mengingat faktor penyebab terjadinya Prostitusi sangat kompleks, 
maka perlu berbagai upaya yang mampu menghilangkan atau paling tidak 
mengurangi, upaya-upaya pencegahan itu diarahkan untuk meningkatkan 
kesadaran dan komitmen keluarga, masyarakat, pejabat dan aparat Negara 
tentang hak-hak anak dan perempuan akibat yang ditimbulkan oleh 
eksploitasi seksual komersial maupun trafficking, Beberapa kegiatan 
sebagai upaya pencegahan yang penting, antara lain : 1)Memperluas 
lapangan pekerjaan, 2)Menyediakan program pendidikan luar sekolah. 3) 
Membangun kesadaran anak dan perempuan terhadap hak-haknya, 
khususnya di lingkungan yang rentan terhadap kegiatan eksploitasi seksual 
komersial. 4) Kampanye publik dengan berbagai materi, seperti resiko 
tingg akibat kawin muda, menolak wisata yang menggunakan Eksploitasi 
Seksual Komersial, menolak pornografi, perilaku seksual yang sehat dan 
bertanggung jawab bagi kelompok masyarakat yang rentan melalui 
beberapa media. 5)Pendidikan untuk pencegahan Eksploitasi Seksual 
Komersial dan Trafficking. 6) Peningkatan akses bagi pemenuhan 
pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP) dan pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan, terutama di daerah rawan eksploitasi seksual 
komersial dan trafficking. 7) Dikembangkannya berbagai model 
pendidikan alternative, terutama bagi para korban yang sudah tidak ingin 
sekolah lagi. 8) Melaksanakan kerjasama antar daerah yang dilakukan 
melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan dan kegiatan 
teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
9) Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Pemerintah Provinsi dan 
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Pemerintah Pusat. Upaya-upaya penanggulangan terhadap kegiatan 
eksploitasi seksual komersial bertujuan dapat menghapus kegiatan 
eksploitasi tersebut, penaggulangan terhadap kegiatan eksploitasi seksual 
komersial dapat dilakukan dengan cara : 1) Penertiban perijinan usaha 
yang rentan terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial. 2) Pemberian 
sanksi terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan 
ancaman hukuman pidana. Korban akibat perbuatan eksploitasi seksual 
komersial berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat 
dan pemerintah serta pihak lainnya, pihak-pihak yang dapat melakukan 
tindakan perlindungan antara lain teman dekat korban, relawan 
pendamping, pembimbing rohani, advokat, kepolisian, pengadilan, petugas 
kesehatan dan pemerintah daerah. Dalam hal permohonan perlindungan 
dapat diajukan sendiri oleh pihak korban secara lisan atau tulisan ataupun 
dapat dilakukan oleh pihak lain dengan ketentuan adanya persetujuan surat 
kuasa dari pihak korban, kecuali apabila dalam keadaan tertentu, 
permohonan perlindungan dapat dajukan tanpa persetujuan korban. 
Mengenai perlindungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kepolisian 
dapat bekerja sama dengan badan / dinas, lembaga pemerhati anak dan 
perempuan, tenaga kesehatan, relawan pendamping, dan atau pembimbing 
rohani untuk mendampingi korban.  
3.3.3 Membentuk Satgas anti Pekerja Seks Komersial 
Penulis menawarkan dibentuk satgas anti Pekerja Seks Komersial, 
satgas dibentuk yang terdiri dari Instansi terkait, elemen masyarakat, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dari tingkat atas sampai tingkat 
bawah yang mempunyai tugas bersama penanganan Pekerja Seks 
Komersial satu tim, agar koordinasi lebih cepat dan mudah untuk 
mengatasi berkembangnya Pekerja Seks Komersial, pemantauan lebih 
mudah untuk mencegah berkembangnya penyakit HIV/AIDS, dan 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
4.1.1 Gambaran /Potret Pekerja Seks Komersial di Surakarta. 
Kota Surakarta merupakan titik tengah dari daerah-daerah di sekitarnya 
sekaligus merupakan titik tengah dari daerah-daerah sekitarnya sekaligus 
merupakan kawasan strategis dan pusat kegiatan di lingkup regional Jawa 
Tengah dan Nasional yang berpotensi peningkatan dan akselerasi 
pembangunan kota, juga berpotensi menimbulkan varian-varian permasalahan 
sosial. Salah satunya permasalahan sosial Pekerja Seks Komersial. 
Yang masuk dunia prostitusi dari 244 Penerima Manfaat : 
a. Berdasarkan penelitian dari  Latar Belakang Pendidikan 
Yang paling dominan dari Drop Out SMP berjumlah 71 orang (29%),  yang 
urutan kedua dari Drop Out SMA berjumlah 57 orang (23%) 
b. Berdasarkan Latar Belakang Usia : 
Yang paling dominan dari Penerima Manfaat yang usianya antara 26 s/d 30 
Tahun (20%) dan Usia antara 36 s/d 40 Tahun. (20%) 
Adapun faktor-faktor  penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial 
atau dunia pelacuran, dalam penelitian ini yang dominan adalah faktor Masalah 
Ekonomi (39%) 
4.1.2 Kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi perkembangan Pekerja 
Seks Komersial di Surakarta dengan melaksanakan Peraturan Daerah 
Nomor 3 tahun 2006, diantaranya untuk mencegah, membatasi, 
mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seks komersial, melindungi 
dan merehabilitasi. 
4.1.3 Model Penanggulangan Pekerja Seks Komersial 
a. Penanganan Melalui di dalam Panti Rehabilitasi 
Untuk membina para PSK, di kota Surakarta terdapat tempat 
pembinaan yang disebut Panti Pelayanan Sosial Wanita 




b. Penanganan melalui di luar Panti 
Beberapa kegiatan sebagai upaya pencegahan, antara lain : 
1) Memperluas lapangan pekerjaan 
2) Menyediakan program pendidikan luar sekolah. 
3) Membangun kesadaran anak dan perempuan terhadap hak-
haknya, khususnya di lingkungan yang rentan terhadap kegiatan 
eksploitasi seksual komersial. 
4) Kampanye publik dengan berbagai materi, seperti resiko tingg 
akibat kawin muda, menolak wisata yang menggunakan 
Eksploitasi Seksual Komersial, menolak pornografi, perilaku 
seksual yang sehat dan bertanggung jawab bagi kelompok 
masyarakat yang rentan melalui beberapa media. 
5) Pendidikan untuk pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial dan 
Trafficking. 
6) Melaksanakan kerjasama antar daerah yang dilakukan melalui 
pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan dan kegiatan 
teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
c. Membentuk Satgas anti Pekerja Seks Komersial 
Penulis menawarkan dibentuk satgas anti Pekerja Seks 
Komersial, satgas dibentuk yang terdiri dari Instansi terkait, elemen 
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dari tingkat atas 
sampai tingkat bawah yang mempunyai tugas bersama penanganan 
Pekerja Seks Komersial satu tim. 
4.2 Saran 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
4.2.1 Korban Eksploitasi Seksual Komersial maupun trafficking merupakan 
bagian dari masyarakat yang sangat membutuhkan dukungan sosial, 
sikap keberpihakan serta perlindungan, khususnya dari masyarakat. 
Oleh karena itu, masyarakat juga memberikan penyuluhan agar 
mereka menjadi sadar serta diberdayakan agar tumbuh kepekaan dan 
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keberpihakan kepada para korban dan tidak bersikap menyudutkan 
atau menyalahkan korban. 
4.2.2 Dengan melihat banyaknya penderitaan yang sudah dialami oleh 
korban eksploitasi seksual komersial baik secara fisik maupun mental, 
kita sebagai masyarakat hendaklah peduli dengan mereka, dengan 
memandang mereka sebagai korban bukan pelaku. 
4.2.3 Agar dibentuk Satgas Anti Pekerja Seks Komersial untuk penanganan 
yang lebih cepat, dan lebih baik, penulis berharap  bisa direalisasilkan 




Andi Malarangeng, 2001. Otonomi Daerah Perpektif Teoritis dan Praktis. Malang : 
BIGRAF Publishing. 
Andi Mustari Pide. 1999. Otonomi Darah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI. 
Gaya Media Pratama : Jakarta. 
D. Soedjono. 1977. Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam 
Masyarakat. Bandung Karya Nusantara. 
H. Terence. 1997. Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya, Pustaka 
Sinar Harapan 
Kartono, Kartini. 2001. Patologi Sosial. Jakarta : Rajawali. 
Koentjoro, 1986. Melacur Sebagai Babu Karya dan Pengorbanan Wanita pada 
Keluarga ataukah Penyakit Sosial, Seminar Nasional Kedua Wanita Indonesia. 
Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta. 
Arif Wahyudi, dkk.2004.Penelitian Partisipatori Anak Yang Dilacurkan di 
Surakarta dan Indramayu.Jakarta : Citra Grafika. 
Bambang Sunggono.1997 Metodologi Penelitian Hukum.Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada. 
HB. Sutopo.1998.Pengantar Penelitian Kualitas Dasar-Dasar Teoritis dan 
Praktis.Surakarta : Pusat Penelitian UNS. 
HB.Sutopo.1993.Metode Penelitian Kualitatif.Surakarta : UNS Pers. 
19 
 
Josef Riwo Kaho.1991.prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik 
Indonesia.Rajawali Press : Jakarta. 
……., 1990.Ensiklopedi Nasional Indonesia.PT.Cipta Adi Pustaka : Jakarta. 
Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak.2003.Kekerasan Terhadap 
Anak.Yogyakarta: LSPPA 
Lexy J.Moleong.2001.Metode Penelitian Hukum.Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 
Soeryono Soekamto.1986.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta : Universitas 
Indonesia Pers 
Sutrisno Hadi.1991.Metodelogi Research Jilid II.Yogyakarta : Fakultas Psikologi 
Univeersitas Gajah Mada. 
The Liang Gie.1968.Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik 
Indonesia (Jilid III).PT.Gunung Agung : Jakarta. 
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan.1994.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Balai 
Pustaka : Jakarta. 
 
Peraturan Perundang-undangan : 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual 
Komersial. 
 
 
 
 
 
